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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Setelah meneliti, membahas, menguraikan serta menganalisis tentang 

system dan prosedur pengarsipan pembiayaan murābaḥah di BPRS Jabal 

Nur, maka dalam penelitian ini menghasilkan beberapa kesimpulan yang 

menjadi jawaban atas masalah yang telah dirumuskan. Kesimpulan tersebut 

adalah sebagai berikut: 

1. Upaya Pengoveran Bukti Fisik Transaksi Murābaḥah Di BPRS Jabal Nur 

Pengoveran nota yang dilakukan oleh BPRS Jabal Nur  yaitu 

browsing tempat pembelian yang terdekat dengan domisili nasabah yang 

bersangkutan. Hal ini dilakukan untuk bukti laporan keuangan kepada 

DPS (dewan pengawas syariah) maupun OJK (otoritas jasa keuangan) 

pada setiap tahunnya. Karena nota tersebut merupakan salah satu syarat 

yang harus dipenuhi dalam laporan keuangan pertahunnya. 

 

2. Analisis Hukum Islam Terhadap Upaya Pengoveran Bukti Fisik Transaksi 

Murābaḥah Di BPRS Jabal Nur Surabaya 

Menurut hukum Islam, upaya pengoveran  bukti fisik yang 

dilakukan oleh BPRS Jabal Nur dilarang karena tindak mentaati yang 

telah ditetapkan oleh pemerintah yaitu dengan terbitnya UU perbankan 

no 21 tahun 2009. Larangan tersebut sesuai dengan kaidah tas{arruf al-
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ima>m manu>tun bi al-mas{lah{ah yang berarti kebijakan imam (pemerintah) 

harus berkaitan dengan kemaslahatan. Kebijakan yang telah oleh 

pemerintah adalah terbitnya UU perbankan yang melarang pengoveran 

bukti fisik tersebut. 

 

B. Saran  

Dalam sistem dan prosedur pengarsipan pembiayaan murābaḥah  

yang dilakukan oleh pihak BPRS Jabal Nur, pihak bank harus tegas pada 

nasabah untuk menyerahkan bukti fisik yang berupa nota. Karena 

pengoveran yang dilakukan merupakan risiko.  

Selain itu, dalam masa pengrekrutan pegawai, untuk mendapatkan 

sumber daya manusia yang berkualitas prima, maka proses pembinaannya 

tidak bisa hanya sebatas selama masa kerja, melainkan harus dimulai 

sejak proses rekrutmen. Rekrutmen yang tepat akan memudahkan proses 

penempatan yang tepat, dan pada akhirnya akan melancarkan proses 

pencapaian tujuan organisasi. Oleh karena itu, masalah-masalah dan 

kendala-kendala yang dihadapi pada tingkat rekrutmen harus diantisipasi 

dan dipecahkan secara memuaskan dengan tetap berorientasi kepada 

tujuan organisasi. 

 


